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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2597/Pdt.G/2024/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK 3523011404900001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 14 April

1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  TUBAN,  JAWA TIMUR,  dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada: FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H. dan

kawan-kawan,  ...,  berkantor  di  Jl  Argopuro,  Desa  Leranwetan.

Kecamatan  Palang,  xxxxxxxxx  xxxxx  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus tanggal 29 November 2024 dengan domisili elektronik

pada alamat email fajartimurwetan@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Juli 1995, agama Islam,

pendidikan  SLTP,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal  04 Desember

2024 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor

2597/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,

Sesuai kutipan akta nikah  Nomor ;  129/21/VI/2012, tanggal 15 juni 2012,

dengan status Pemohon jejaka dan Termohon Perawan
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2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama

sebagai  pasangan  suami  istri,  sudah  melakukan  hubungan  suami  istri

(bada  dukhul)  dan  menetap  di  rumah  orang  tua  Temohon,   dikaruniai

seorang anak perempuan bernama xxxxxxx, lahir di tuban pada tanggal 12

Juni 2013 yang saat ini dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan Terhonon

rukun dan damai, namun menginjak pertengahan tahun 2021, sering terjadi

perselishan dan pertengkaran yang disebabkan;

4. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon,

5. Pemohon selalu salah dimata termohon, sering terjadi pertengkran dari

hal  yang  sepele,  pertengjaran  tersebut  terjadi  hamper  setiap  hari,

menyebabkan pemohon merasa tidak ada tempat yang tenang bersama

termohon, akhirnya pada akhur tahun 2022, Pemohon coba menenangkan

diri  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  yang  beralamat, xxxxx  xxxxxx,

RT.02/.RW.01,  Desa  xxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxx namun keterusan sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun tanpa pernah

rukun.

6. selama pisah rumah Pemohon mecoba berkomunikasi dengan Termohon

namun tidak ada hasilnya

7. Bahwa  atas  keadaaan  tersebut  Pemohon  menderita  lahir  batin,  dan

berkeyakinan  perceraian  adalah  jalan  terbaik,  akhirnya  dimajukanlah

permohonan cerai talak di hadapan majelis hakim ini .

8. Bahwa  alasan  perceraian  ini  juga  sudah  sesuai  dan  memenuhi

syarat Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  no.9  th  1975  Jo  pasal  116

 Kompilasi Hukum Islam, maka   cukup beralasan Permohonan perceraian

yang diajukan Pemohon.

        Berdasarkan uraian dan  fakta hukum tersebut diatas, Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini sudilah kiranya untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan

amar putusan sebagai berikut ; 

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya 
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2. Menetapkan,  mengijinkan Pemohon  (xxxxxxx) menjatuhkan talak satu

raj'i  kepada  Termohon  (xxxxxxx)  didepan  sidang  Pengadilan  Agama

Tuban;

3. Membebankan perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDIER

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Pemohon  telah  memberikan  kuasa

khusus  kepada:  FAJAR CAHYO  MUJIONO,  S.H.  dan  Wilda  Faradilah,S.H.,

berkantor  di  Jl  Argopuro,  Desa  Leranwetan.  Kecamatan  Palang,  xxxxxxxxx

xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 yang telah

didaftar dalam Register Kuasa nomor  tanggal ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut

di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda

Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut

tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Pemohon agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonanya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/21/VI/2012, tanggal 15

Juni  2012,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxx Provinsi  xxxx  xxxxx,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen dan
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cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PEMOHON,  NIK

3523011404900001,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  xxxxxxxxx  xxxxx,  bermeterai

cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Trihari  Purnomowati  binti  Markuat,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Dusun

Rembes RT 03 RW 03 Desa Gesikharjo Kecamatan Palang xxxxxxxxx

xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah saudara kandung Penggugat;

 Bahwa  saksi  tahu,  Penggugat  bermaksud  bercerai  dengan

suaminya yang bernama xxxxxxx;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

 Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama sebagai suami istri  dengan mengambil tempat di rumah

orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah

bersama selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai

1 (satu) anak perempuan bernama Prisha Isvaranda Rifai umur 3

tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 29 Desember 2020,

dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

 Bahwa  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal selama 8 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

 Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;

 Bahwa  saksi  mengetahui  sendiri  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  Tergugat  sering

bersikap  kasar  kepada  anak  sehingga  Penggugat  menasehati

Tergugat,  namun  Tergugat  malah  marah  dan  melakukan  KDRT

kepada Penggugat;;
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 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;

 Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat

sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

2. Guntur  Kurniyanto  bin  Haryono,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Dusun

Rembes RT 03 RW 03 Desa Gesikharjo Kecamatan Palang xxxxxxxxx

xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah .ipar Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  bermaksud  menceraikan

Tergugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Penggugat  selama 2 bulan,  kemudian tinggal  di  rumah bersama

selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan;

 Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

sudah  dikaruniai  1  (satu)  anak  perempuan  bernama  Prisha

Isvaranda Rifai umur 3 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban,

29 Desember 2020, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama

Penggugat;

 Bahwa  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal selama 8 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

 Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;

 Bahwa  saksi  mengetahui  sendiri  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  oleh  Tergugat  sering

bersikap  kasar  kepada  anak  sehingga  Penggugat  menasehati
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Tergugat,  namun  Tergugat  malah  marah  dan  melakukan  KDRT

kepada Penggugat;;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap di persidangan  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut,  sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide  Pasal

125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  sering  bersikap  kasar  kepada  anak

sehingga Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat malah marah dan

melakukan KDRT kepada Penggugat,  yang berakibat  antara Penggugat dan

Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;
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Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR  jo.  Pasal 1685 KUH

Perdata, Penggugat  berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materiil  sebagai  akta  autentik,  oleh  karena  itu  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870

KUHPerdata, membuktikan bahwa:

 Penggugat  beragama Islam,  menikah  dengan  Tergugat secara  Islam,

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan

demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan

Agama  Tuban  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikannya  (vide Pasal  2,

Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

 Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

04 Agustus 2016 di KUA Palang xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal

tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan

demikian,  Penggugat  sebagai  persona  standi  in  judicio memiliki  legal

standing  sehingga  Penggugat  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak  yang

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugatdan atau  Tergugat sesuai  dengan Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal 134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat adalah  suami  istri  yang  sah  yang

menikah pada tanggal 04 Agustus 2016;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat telah  pernah  hidup  rukun  hidup

bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Penggugat selama 2 bulan,  kemudian tinggal  di  rumah bersama selama

kurang lebih 7 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan

bernama Prisha Isvaranda Rifai  umur 3 tahun 11 bulan Tempat Tanggal

Lahir  Tuban,  29  Desember  2020,  dan  sekarang  anak  tersebut  tinggal

bersama Penggugat;

 Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama 8 bulan;

 Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;

 Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat

sering  bersikap  kasar  kepada  anak  sehingga  Penggugat  menasehati

Tergugat,  namun  Tergugat  malah  marah  dan  melakukan  KDRT kepada

Penggugat;;
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 Bahwa  selama  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat tidak  pernah  lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;

 Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  dengan  sikap  Penggugat

yang  sudah  tidak  mau  lagi  melanjutkan  hubungan  pernikahannya  dengan

Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah

pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  harapan  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  rukun,  damai  dan  sejahtera  sebagaimana

dimaksud  oleh  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggalselama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan

dari  salah satu pihak untuk tinggal  bersama kembali  selayaknya suami istri,

maka Majelis  Hakim menilai  fakta tersebut  sebagai  bentuk  pengabaian atas

ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan

tersebut memerintahkan bahwa suami istri  harus mempunyai kediaman yang

tetap, maksudnya kehidupan suami istri  yang bertujuan membentuk keluarga

yang  bahagia  haruslah  berada  dalam  satu  rumah.  Apabila  salah  seorang

meninggalkan atau keluar  dari  kediaman bersama sehingga suami  dan istri

tidak  berada  dalam  satu  rumah  tanpa  sebab  atau  alasan  yang  dapat

dibenarkan,  maka  keadaan  tersebut  merupakan  petunjuk  telah  terjadi

ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;
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Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara  a quo,  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum

bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti

dalam  pemeriksaan  di  Pengadilan  Agama  dan  didukung  oleh  fakta  tidak

berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa

sebagai  suami  istri,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974,  secara  yuridis  gugatan  Penggugat  yang  mohon  perceraian

dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  alasan  Penggugat  telah

memenuhi  Pasal  39  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 dan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat

ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman

121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Artinya : ”Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang

diajukan  oleh  istri  atau  berdasarkan  pengakuan  suami,  sedang

adanya  gangguan  tersebut  merupakan  penghalang  atas

kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan

hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara

hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  mereka,  maka  hakim  harus

menjatuhkan talak suaminya terhadap diri  Penggugat  dengan talak

bain.”

Menimbang,  bahwa dengan  adanya  petunjuk  telah  pecahnya  rumah
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tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  membiarkan  rumah  tangga

dalam  keadaan  demikian  adalah  hal  yang  sia-sia  yang  akan  menimbulkan

dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal

demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum

dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Artinya:  "Mengantisipasi  dampak  negatif harus  diprioritaskan  daripada

mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perdamaian  yang  dilakukan  Majelis

Hakim  dalam  setiap  pesidangan  tidak  berhasil,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan

yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal

3  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  akan  tercapai,  bahkan  hanya  akan

menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang

Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023,

C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang

menyempurnakan  Rumusan  Hukum Kamar  Agama angka  1  huruf  b  poin  2

dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu  ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
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Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (xxxxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxxxxx);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Jumat  tanggal  13  Desember  2024  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  11

Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas

dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  dengan dihadiri  para Hakim

Anggota  tersebut  dan  Thoyib  Teguh  Dwi  Nugroho,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti  dan  telah  dikirim  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ilyas Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA  

1. PNBP Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 36.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. 100.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

  

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


